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 WALI KOTA BONTANG  

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  

NOMOR 15 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

WALI KOTA BONTANG,  

Menimbang  : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan 

Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, 

dimana penetapan perangkat daerah yang melaksanakan 

urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan 

politik diatur dengan peraturan daerah;  

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik;  

  
 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2.  Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

SALINAN 
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1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3962);  

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402);  

5.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan 

Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

194);  
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Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG 

 

dan 
 

WALI KOTA BONTANG  
 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG PEMBENTUKAN BADAN 

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.  
 

  

BAB I 

KETENTUAN UMUM  

  

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

                           1.  Daerah adalah Kota Bontang.  

                           2.  Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.  

                           3.  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya 

disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kota Bontang.  

  

BAB II 

PEMBENTUKAN  

  

Pasal 2 

  Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesbangpol tipe A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan 

bangsa dan politik.  

  

Pasal 3 

  Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan 

organisasi, jenis dan jenjang jabatan struktural, tugas dan 

fungsi, serta tata kerja Badan Kesbangpol sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Wali Kota.  
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BAB III 

KEPEGAWAIAN  

  

Pasal 4 

  Pejabat aparatur sipil negara pada Badan Kesbangpol diangkat 

dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

  

BAB IV 

PEMBIAYAAN  

  

Pasal 5 

  Pembiayaan Badan Kesbangpol dibebankan pada anggaran 

pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

  

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP  

  

Pasal 6 

  Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 

2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bontang 

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 

2014 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
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Pasal 7 

  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Bontang. 
 

   

 
  

  
  

 
  

 
Ditetapkan di Bontang   

 
  

 
pada tanggal  30 Desember 2019 

 
  

 
WALI KOTA BONTANG,   

 
  

  
  

 
  

 
ttd   

 
  

  
  

 
         NENI MOERNIAENI  

 
  

  
  

Diundangkan di Bontang   
  

  

pada tanggal 30 Desember 2019   
  

  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,   

          

ttd         

 
  

  
  

AJI ERLYNAWATI    
  

  

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR 15  

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI  KALIMANTAN 
TIMUR: (104/15/2019)  
   

 

 

     
 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kota Bontang 

 
H.Hariyadi, SH, MM 
Pembina TK I/ IV.b 

NIP. 19621010 198903 1027 
 


